
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 melaksanakan Pembangunan Nasional

yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang

merata material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia;

b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah, dunia usaha, dan

masyarakat telah dan akan terus melaksanakan Pembangunan

Nasional;

c. bahwa dalam Pembangunan Nasional, Usaha Kecil sebagai bagian

integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat

mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk

mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang

berdasarkan demokrasi ekonomi;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Usaha Kecil perlu lebih

diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab

tantangan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk memberikan

dasar hukum bagi pemberdayaan Usaha Kecil perlu dibentuk

Undang-undang tentang Usaha Kecil;

Mengingat :…
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Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33

Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil

dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

2. Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang

mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan

Usaha Kecil;

3. Pemberdayaan…

3. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia
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usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha,

pembinaan dan pengembangan sehingga Usaha Kecil mampu

menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang

tangguh dan mandiri;

4. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa

penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan

kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha

Kecil memperoleh kepastian kesempatan yang sama dan dukungan

berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha

yang tangguh dan mandiri;

5. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh

Pemerintah dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian

bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan

meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi usaha yang

tangguh dan mandiri;

6. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, dunia usaha,

dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan

bukan bank, atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat

permodalan Usaha Kecil;

7. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Kecil oleh

lembaga penjamin sebagai dukungan untuk memperbesar

kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat

permodalannya;

8. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan

Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan

pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan

saling menguntungkan.

BAB II…
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BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan Usaha Kecil berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945.

Pasal 3

Pemberdayaan Usaha Kecil diselenggarakan atas asas kekeluargaan.

Pasal 4

Pemberdayaan Usaha Kecil bertujuan:

a. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi

usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi

Usaha Menengah;

b. meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk

nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan

ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk

mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh

struktur perekonomian nasional.

BAB III…
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BAB III

KRITERIA

Pasal 5

(1) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua

ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

c. milik Warga Negara Indonesia;

d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung

maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha

Besar;

e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak

berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum,

termasuk koperasi.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, nilai

nominalnya, dapat diubah sesuai dengan perkembangan

perekonomian, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV…


